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Abstract: Programs prepared in order to advance education continue to progress and develop dynamically, one 
of which is an inclusive education implementation program. An evaluation process is required to improve and re-
fine the program. One model that can be applied is the Discrepancy Evaluation Model (DEM) model developed 
by Provus. The research aimed to conduct a theoretical study on the use of DEM models to evaluate inclusive 
education programs. The approach used is the study of libraries with data obtained through the study of relevant 
documents, books, and articles then analyzed with interactive models from Miles and Huberman: (1) data collec-
tion, (2) data reduction, (3) presentation of data, and (4) conclusions. The procedures used in this gap evaluation 
model go through four stages: (1) design, (2) installation, (3) process, (4) product. The result of the application 
of this model is that at each stage of evaluation can be known the gap that occurs between the expected condi-
tions and the reality in the field, so that it can be a guide to make decisions in the framework of improvement and 
development of the program. 

 

Abstrak: Program yang disusun dalam rangka memajukan pendidikan terus mengalami kemajuan dan berkem-
bang secara dinamis, salah satunya adalah program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Diperlukan proses 
evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan program ini. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah 
model evaluasi kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model/DEM) yang dikembangkan oleh Provus. Tujuan 
penelitian ini adalah melakukan telaah teoritis tentang penggunaan model DEM untuk mengevaluasi program 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan data yang di-
peroleh melalui studi dokumen, buku, dan artikel yang relevan kemudian dianalisis dengan model interaktif dari 
Miles and Huberman yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kes-
impulan. Prosedur yang digunakan dalam model evaluasi kesenjangan ini melalui empat tahapan yaitu: (1) de-
sain, (2) instalasi, (3) proses, (4) produk. Hasil dari penerapan model ini adalah pada setiap tahapan evaluasi 
dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, sehing-
ga dapat menjadi petunjuk untuk mengambil keputusan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan pro-
gram.  

 

 
PENDAHLUAN 

Evaluasi perlu dilakukan untuk 

menentukan apakah suatu program telah ber-

jalan secara efektif atau tidak. Melalui eval-

uasi program, dapat diketahui apakah pro-

gram tersebut layak untuk dilanjutkan, perlu 

diperbaiki, atau bahkan perlu dihapuskan. 

Hasil tersebut kemudian direkomendasikan 

kepada pemangku kebijakan untuk mengam-

bil keputusan dengan mempertimbangkan 

berbagai hal termasuk hasil evaluasi tersebut. 

Menurut Arikunto dan Jabar, evaluasi pro-

gram adalah upaya untuk mengetahui tingkat 

keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat 

dengan cara mengetahui efektivitas masing-

masing komponennya. Lebih lanjut dijelas-

kan bahwa kebijakan yang sudah dikeluar-

kan oleh pengambil keputusan belum tentu 

dapat direalisasikan dengan baik sesuai 

dengan jiwa kebijakan (Arikunto, S. dan 

Jabar, 2014). “A program evaluation theory 

is a coherent set of conceptual, hypothetical, 

pracmatic, and ethical principles forming a 

general framework to guide the study and 

practice of program evaluation” 

(Stufflebeam, D.L. dan Shinkfield, 2007). 

Evaluasi program dilihat dari konteks dil-

aksanakan untuk mengidentifikasi kondisi, 

berbagai isu, dan kendala yang ada dalam 

lingkungan program (Mustrofin, 2010). 

Dengan demikian, evaluasi program adalah 

seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk 
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menilai tingkat keterlaksanaan dan keber-

hasilan suatu program. Melalui evaluasi pro-

gram diharapkan mendapat informasi untuk 

pengembangan program tersebut di masa 

yang akan datang.   

Discrepancy Evaluation Model 

(model evaluasi kesenjangan); yang dikem-

bangkan oleh Malcolm M. Provus pada ta-

hun 1971; merupakan salah satu model yang 

dapat dipergunakan untuk mengevaluasi sua-

tu program. Model evaluasi ini menekankan 

pada pandangan adanya kesenjangan di da-

lam pelaksanaan program, dimana evaluator 

mengukur adanya perbedaan antara yang 

seharusnya dicapai dengan yang sudah riil 

dicapai di setiap komponen program 

(Arikunto, S. dan Jabar, 2014). Model ini 

dapat digunakan untuk mengevaluasi pro-

gram-program yang ada diberbagai bidang, 

antara lain: di bidang sumber daya manusia 

seperti mengevaluasi penempatan tenaga 

kesehatan di puskesmas (Said, Madhakoma-

la, dan Idris, 2019). Di bidang teknologi in-

formatika seperti mengevaluasi usabilitas 

web pemerintah (Lestari, Herlambang, dan 

Saputra, 2018). Selain itu untuk mengeval-

uasi program bimbingan dan konseling (Sa-

putra, 2019), dan juga bidang pendidikan 

seperti mengevaluasi program parenting ke-

las, implementasi standar penilaian, imple-

mentasi pendekatan pembelajaran (Ekawati 

dan Iriani, 2021; Fitria dan Triana, 2017; 

Andriyani, Marhaeni, dan Mertasari, 2017).  

Satu diantara banyak program di bi-

dang pendidikan yaitu program penyeleng-

garaan pendidikan inklusif. Pendidikan 

inklusif diartikan sebagai usaha menyatukan 

anak-anak yang memiliki hambatan maupun 

yang memiliki potensi kecerdasan dan atau 

bakat istimewa dengan cara-cara yang realis-

tis dan komprehensif dalam kehidupan pen-

didikan yang menyeluruh bersama-sama 

dengan siswa pada umumnya (Smith, 2015; 

Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Pemili-

han model evaluasi yang tepat untuk 

digunakan dalam konteks penyelenggaraan 

pendidikan inklusif tidaklah mudah. Hal ini 

karena pendidikan inklusif merupakan model 

pendidikan yang masih relatif baru. Banyak 

peneliti menggunakan model CIPP yang 

menekankan pada bagaimana conteks 

(konteks), input (masukan), process (proses) 

dan product (hasil) dari program penyeleng-

garaan pendidikan inklusif yang telah dijal-

ankan. Pada komponen konteks diketahui 

apa yang menjadi tujuan dan alasan suatu 

sekolah menyelenggarakan program ini; 

komponen masukan (input) mengevaluasi 

tentang siswa yang memiliki kebutuhan khu-

sus (ABK), sarana prasarana, guru pembimb-

ing khusus (GPK), guru kelas, dan pem-

biayaan; pada komponen proses yaitu 

bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksa-

naan pembelajaran dan penilaian untuk siswa 

ABK; dan pada komponen hasil (product) 

mengevaluasi tentang perkembangan akade-

mik dan non akademik siswa  ABK  (Sartica 

& Ismanto, 2016; Widyawati, 2017; Suryati 

& Haryanto, 2016; Yuwono, 2017).  

 Telaah lebih lanjut tentang penye-

lenggaraan pendidikan inklusif sehingga 

diketahui kesenjangan yang terjadi antara 

apa yang diharapkan program tersebut 

dengan kenyataan di lapangan, dapat 

menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(DEM). Sebab dalam suatu program apapun 

khususnya dalam pendidikan maupun pem-

belajaran secara tidak langsung perlu 

diketahui tingkat kesenjangannya, yaitu 

perbedaan antara standar dengan kenyataan.  

Sebelum melakukan kegiatan praktis 

diperlukan penguasaan tentang evaluasi pro-

gram. Penguasaan evaluasi program bisa dil-

akukan melalui mempelajari teori secara luas 

dan mendalam, kemudian dilanjutkan me-

lalui kegiatan praktis yang terencana sehing-
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ga evaluasi program dikuasai secara sinergis 

(Sukardi, 2014). Manfaat dari penguasaan 

teoritis dan praktis dalam evaluasi program 

berfungsi agar program yang dilaksanakan 

dapat menjadi lebih baik serta lebih ber-

standar sesuai yang diharapkan. Terkait 

dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah melakukan telaah teoritis tentang 

penggunaan model evaluasi DEM untuk 

mengevaluasi program penyelenggaraan 

pendidikan inklusif sehingga akan 

menghasilkan rekomendasi demi pengem-

bangan program di masa yang akan datang.  

 

METODA 

 Pendekatan studi pustaka digunakan 

dalam pengumpulan informasi. Prosedur da-

lam penelitian studi pustaka ini terdiri dari: 

(1) pengumpulan data dengan cara 

melakukan tinjauan dokumen dari kumpulan 

buku dan artikel yang relevan tentang eval-

uasi model discrepancy dalam pendidikan, 

(2) penyajian temuan teori-teori yang rele-

van, (3) melakukan analisis, serta (4) 

menarik kesimpulan. 

 Rancangan DEM pada artikel ini di-

maksudkan untuk mengevaluasi program 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota 

Banjarmasin. Sumber data primer yang 

digunakan adalah buku Discrepancy Evalua-

tion: For Educational Program Improvement 

and Assessment dari Malcolm M. Provus 

(1971) dan Pedoman Teknis Penyeleng-

garaan Pendidikan Inklusif Provinsi Kali-

mantan Selatan. Sedangkan sumber data 

sekunder yang digunakan adalah buku-buku 

yang membahas tentang evaluasi program, 

buku-buku tentang pelaksanaan pendidikan 

inklusif, anak berkebutuhan khusus, 

permendiknas RI No. 70 Tahun 2009, dan 

referensi dari artikel jurnal dengan pokok 

bahasan terkait.  

 Metoda  analisis  yang dipakai  ada-

lah model interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2014), yaitu dengan cara:  (1) pengumpulan 

data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan 

(4) penarikan kesimpulan. 

 

HASIL 

1. Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan penilaian ter-

hadap sebuah data yang dikumpulkan 

melalui asesmen. Definisi evaluasi 

dikemukakan oleh banyak ahli, antara 

lain menurut Stufflebeam & Shinkfield 

(2007), “evaluation is a process for giv-

ing attestations on such matters as reali-

bility, effectiveness, cost-effectiveness, ef-

ficiency, safety, ease of use, and probity.” 
Pendapat Arikunto dan Jabar (2014) ten-

tang evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang beker-

janya sesuatu, yang selanjutnya informa-

si tersebut digunakan untuk menentukan 

alternatif yang tepat dalam mengambil 

sebuah keputusan. Lebih spesifik Sukardi 

(2015) berpendapat bahwa evaluasi ada-

lah proses memahami, memberi arti, 

mendapatkan dan mengkomunikasikan 

suatu informasi bagi keperluan pengam-

bil keputusan. Berdasarkan beberapa 

definisi yang dikemukakan para ahli ter-

sebut di atas maka dapat disintesiskan 

bahwa evaluasi adalah suatu proses 

mengumpulkan informasi tentang kondi-

si nyata sesuatu hal, memberi arti, mem-

bandingkan dengan kriteria tertentu, dan 

kemudian mengkomunikasikan untuk di-

pergunakan dalam membuat keputusan 

tentang suatu kegiatan.  

Program merupakan istilah yang 

banyak muncul dalam kaitan kebijakan 

pemerintah. Program merupakan 

operasionalisasi dari kebijakan untuk 

diimplementasikan dalam tindakan nyata. 
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Secara konsep, program banyak didefin-

isikan oleh para ahli, antara lain “a pro-

gram is an organized collection of activi-

ties designed to reach certain objectives” 
(Thyer, B.A. and Padgett, 2010). Pro-

gram berarti kumpulan aktivitas teror-

ganisasi yang didesain untuk mencapai 

sasaran tertentu. Program juga didefin-

isikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, ber-

langsung dalam proses yang berkesinam-

bungan, dan terjadi dalam suatu organ-

isasi yang melibatkan sekelompok orang 

(Arikunto, S. dan Jabar, 2014). 

Untuk mengetahui seberapa jauh dan 

bagian mana dari tujuan yang sudah 

tercapai, dan bagian mana yang belum 

tercapai serta apa penyebabnya, perlu 

adanya evaluasi program. Tanpa ada 

evaluasi, keberhasilan dan kegagalan 

program tidak dapat diketahui. Beberapa 

ahli memberikan pendapat tentang apa 

yang dimaksud dengan evaluasi program. 

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield, “a 

program evaluation theory is a coherent 

set of conceptual, hypothetical, prac-

matic, and ethical principles forming a 

general framework to guide the study 

and practice of program evaluation” 
(Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, 

2007). Sedangkan menurut pendapat 

Mustrofin (2010), evaluasi program 

dilihat dari konteks dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi kondisi, berbagai isu, 

dan kendala yang ada dalam lingkungan 

program. Ahli lain mengatakan bahwa 

evaluasi program adalah upaya untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu 

kebijakan secara cermat dengan cara 

mengetahui efektivitas masing-masing 

komponennya (Arikunto, S. dan Jabar, 

2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa ke-

bijakan yang sudah dikeluarkan oleh 

pengambil keputusan belum tentu dapat 

direalisasikan dengan baik sesuai dengan 

jiwa kebijakan. Dari beberapa definisi 

yang telah dikemukakan oleh para ahli di 

atas, maka dapat disintesiskan bahwa 

evaluasi program adalah seperangkat 

kegiatan yang bertujuan untuk menilai 

tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan 

suatu program. Melalui evaluasi program 

diharapkan mendapat informasi untuk 

pengembangan program tersebut di masa 

yang akan datang. 

2. Discrepancy Evaluation Model (DEM) 

Discrepancy Evaluation Model 

(model evaluasi kesenjangan) yang ser-

ing disingkat DEM dikembangkan Mal-

colm M. Provus. Model evaluasi ini 

menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan pro-

gram, dimana evaluator mengukur 

besarnya kesenjangan yang ada di setiap 

komponen.  

Provus (1971) menjelaskan bahwa 

evaluasi program adalah proses: (1) 

mendefinisikan standar-standar program; 

(2) menetapkan kesenjangan antara ken-

yataan dengan aspek dari program; dan 

(3) menggunakan informasi kesenjangan 

tersebut untuk merubah kinerja (perfor-

mance) atau merubah standar dari pro-

gram tersebut. Ada tiga konsep kunci 

yang perlu diperhatikan untuk me-

mahami DEM yaitu konsep Standard (S) 

atau standar, Performance (P) atau kiner-

ja, dan Discrepancy (D) atau kesenjan-

gan. 

Evaluasi dalam DEM diartikan se-

bagai perbandingan antara apa yang ada 

sebagai pencapaian/kinerja (perfor-

mance) dengan apa yang seharusnya 

(standard). Jika sebuah perbedaan 

ditemukan yang menunjukan antara 
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S 

P 

C D 

T 

A 

standar dan kinerja berbeda, disebut 

kesenjangan (discrepancy). Jadi evaluasi 

merupakan perbandingan kinerja yang 

sesungguhnya (performance) dengan 

kinerja yang diharapkan oleh standar. 

Suatu standar mengandung pengertian 

antara lain sebagai suatu daftar, uraian, 

penyajian berkaitan kualitas atau karak-

teristik yang perlu dimiliki obyek. Se-

dangkan kinerja pada model ini diartikan 

sebagai keadaan atau kualitas sebenarnya 

dari objek tersebut. Saat evaluator men-

cari tahu karakteristik aktual objek yang 

ingin dievaluasi, maka ia sedang 

melakukan pengukuran kinerja, dan ka-

rena itu, evaluasi adalah membandingkan 

standar dengan kinerja. Perbandingan 

tersebut akan menghasilkan informasi 

tentang ada atau tidak adanya kesenjan-

gan. 

Model ini diterapkan melalui lima 

tahapan evaluasi yaitu tahap (1) Design, 

(2) Installation, (3) Process, (4) Product, 

dan (5) Cost. Di setiap tahapan adalah 

membandingkan antara kenyataan 

dengan standar, dan bila menunjukan 

adanya perbedaan maka disebut dengan 

„kesenjangan‟ (discrepancy). Informasi 

kesenjangan yang didapatkan dari setiap 

tahapan nantinya dapat digunakan se-

bagai dasar untuk mengadap-

tasi/menyesuaikan program yang ada. 

Proses pada setiap tahapan dapat digam-

barkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma umum evaluasi model DEM (Provus, 

1971) 

 

 

 

1) Tahap Design, yaitu 

mendeskripsikan desain program ber-

dasar informasi tentang realitas program 

(performance). Selanjutnya desain pro-

gram ini dibandingkan dengan kriteria 

desain yang disebut dengan standar.  De-

sain program tersebut selanjutnya akan 

digunakan sebagai pembanding (kriteria) 

pada tahap instalasi, proses, dan produk. 

2) Tahap Installation, yaitu penera-

pan/instal sumber daya yang mendukung 

pelaksanaan program. Untuk selanjutnya 

sumber daya program yang telah diinstal 

tersebut dibandingkan dengan desain 

program (standard) yang telah dibuat di 

tahap 1 sehingga dapat diidentifikasi 

kesenjangan-kesenjangan yang ada. 

Tujuan dari tahap dua ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana program telah 

diterapkan. 

3) Tahap Process, difokuskan pada 

hubungan antara pelaksanaan (process) 

Ket: 
S : standard (kriteria) 

P : performance (pencapaian kiner-

ja) 

C : comparition (perbadingan  

      S dengan P) 

D : discrepancy (kesenjangan) 

T : terminate (tercapai/pembatasan) 

A : alteration (penyesuaian P atau S) 

1, 2 : tahapan 1, tahapan 2, dst 

1 2 
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dan capaian sementara (interim product) 

dari program yang sedang dilaksanakan, 

serta membandingkannya dengan desain 

program (standard) untuk menentukan 

sampai seberapa tinggi pencapaian 

keluaran jangka pendek (interim prod-

uct).  

4) Tahap Product, yaitu derajat kes-

esuaian antara hasil/tujuan akhir (termi-

nal product) yang benar-benar telah di-

capai (reality) dengan desain program 

(standard).  

5) Tahap Cost, yaitu menganalisis 

biaya yang telah digunakan untuk 

pelaksanaan program dengan keuntungan 

yang didapatkan (cost-benefit analysis). 

Hasil analisis inilah yang akan menen-

tukan apakah program tersebut akan 

diteruskan atau diberhentikan; berkaitan 

dengan efisiensi program (Provus, 1971). 

Tahap 1 sampai 4 merupakan tahapan 

yang harus dilakukan, sedangkan tahap 5 

merupakan tahapan pilihan yang memfa-

silitasi untuk membandingkan dengan 

dua atau lebih program lain. Oleh karena 

merupakan tahapan pilihan maka dapat 

dilakukan atau pun tidak. 

3. Program Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif 

Pendidikan inklusif sering diartikan 

sebagai upaya memberikan kesempatan 

kepada anak berkebutuhan khusus 

(ABK) untuk bersekolah di kelas reguler 

bersama dengan anak normal. Padahal 

sebenarnya pendidikan inklusif tidak 

hanya sekedar menggabungkan ABK 

dengan anak normal di kelas reguler 

tetapi memberikan layanan pendidikan 

dengan tidak melakukan diskriminasi se-

hingga tercipta kelas keberagaman 

(Hasyim, 2013). ABK adalah anak-anak 

yang memiliki keterbatasan kemampuan 

mental atau fisik sehingga memiliki 

kebutuhan khusus, seperti tunanetra, 

tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tun-

adaksa, tunalaras, tunaganda, autis. 

Selain itu juga anak-anak yang men-

galami kesulitan belajar, lamban belajar, 

anak jalanan, anak korban narkoba, anak 

dalam suku dan adat budaya tertentu, 

anak PSK (baca: anak dari pekerja seks 

komersial) dan PSK anak (baca: pekerja 

seks komersial anak), anak daerah ter-

pencil, anak perbatasan, serta anak 

berkecerdasan dan berbakat istimewa 

(Rachmayana, 2013).   

Melalui pendidikan inklusif diharap-

kan dapat memfasilitasi berbagai kebu-

tuhan anak sehingga anak dapat berkem-

bang secara optimal. Secara lebih spe-

sifik, Eggen dan Kauchak (2004) dalam 

Surna dan Pabdeirot (2014) mengemuka-

kan bahwa pendidikan inklusif adalah 

pelayanan pendidikan bagi anak berkebu-

tuhan khusus dengan menggunakan pen-

dekatan pembelajaran yang komprehensif 

yang dilaksanakan secara sistematis, to-

tal, dan terkoordinasi.  

Pendidikan inklusif menjadi salah sa-

tu solusi untuk mewujudkan pemerataan 

pendidikan di Indonesia. Melalui sistem 

pendidikan ini ABK memiliki kesem-

patan yang lebih luas untuk mendapatkan 

pendidikan. Melalui pendidikan inklusif 

juga antara anak-anak yang memiliki 

hambatan dan anak-anak normal dapat 

disatukan secara komprehensif sehingga 

terjalin rasa saling menghormati. Pen-

didikan inklusif mencerminkan tentang 

keberagaman yang meliputi: agama, 

ekonomi, budaya, gender, bahasa, dan 

anak berkebutuhan. Inklusif adalah men-

didik anak-anak yang memiliki kebu-

tuhan pendidikan khusus secara penuh 

waktu dalam kelas regular (Santrock, 

2012) sehingga ABK mendapatkan pela-
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yanan pendidikan yang efektif di kelas 

regular bersama anak-anak normal. 

Fungsi pendidikan inklusif adalah un-

tuk menjamin semua ABK mendapatkan 

kesempatan dan akses yang sama untuk 

memperoleh layanan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhannya dan bermu-

tu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang 

pendidikan serta menciptakan ling-

kungan pendidikan yang kondusif untuk 

mengembangkan potensinya secara op-

timal (Kustawan, 2013). Melalui pen-

didikan inklusif, ABK akan dapat 

meningkatkan rasa percaya diri, memiliki 

kesempatan menyesuaikan diri, dan 

memiliki kesiapan dalam menghadapi 

kehidupan di masyarakat, sedangkan 

anak normal dapat belajar mengenai 

keterbatasan, kelebihan, dan keunikan 

tertentu pada temannya sehingga dapat 

mengembangkan keterampilan sosial, 

menumbuhkan rasa empati dan simpati 

terhadap orang lain (Kustawan, 2013). 

Oleh karenanya penyelenggaraan pen-

didikan inklusif menuntut pihak sekolah 

melakukan penyesuaian baik dari segi 

kurikulum, sarana prasarana pendidikan, 

maupun sistem pembelajaran yang dis-

esuaikan dengan kebutuhan individu pe-

serta didik (Departemen Pendidikan Na-

sional, 2007). 

Merujuk pada pedoman teknis penye-

lenggaraan pendidikan inklusif provinsi 

Kalimantan Selatan ada tujuh komponen 

pendidikan yang harus dilakukan 

penyesuaian, yaitu peserta didik, kuriku-

lum, tenaga pendidik, kegiatan pembela-

jaran, cara memberikan penilaian atau 

evaluasi hasil belajar, sarana prasarana, 

dan pembiayaan. Komponen tersebut 

dirancang dalam program pendidikan 

inklusif tingkat kabupaten/kota yang 

merujuk pada pedoman penyelenggaraan 

pendidikan inklusif provinsi Kalimantan 

Selatan dan Permendiknas No. 70 Tahun 

2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi 

Peserta Didik yang Memiliki Kelainan 

dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa.  

  

PEMBAHASAN 

 Penggunaan DEM untuk mengeval-

uasi program pendidikan inklusif dinilai 

memadai karena: pertama, akan dapat 

diketahui kesenjangan antara standar kinerja 

yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual 

yang telah dilaksanakan sekolah penyeleng-

gara pendidikan inklusif; kedua, melalui 

model evaluasi kesenjangan didapatkan in-

formasi yang lebih rinci tentang pelaksanaan 

program sehingga dapat diketahui pada taha-

pan mana program tidak berjalan dengan 

baik sehingga dapat diperbaiki; ketiga, 

merupakan evaluasi formatif sehingga dapat 

merevisi dan mengoreksi program untuk 

mengarahkan pada tujuan awal; keempat, 

lebih mudah dipahami karena hanya mem-

bandingkan kinerja program dengan standar 

kinerja yang telah diformulasikan. Identifi-

kasi kesenjangan dapat menjadi masukan un-

tuk pengembangan program yang sedang 

berjalan maupun yang telah selesai.  

 Telah diuraikan di atas bahwa model 

evaluasi kesenjangan (DEM) menerapkan 

lima tahapan yaitu tahap desain, instalasi, 

proses, produk, dan cost. Keuntungan (bene-

fit) yang diperoleh melalui kegiatan penye-

lenggaraan pendidikan inklusif ini lebih pada 

keuntungan non material; yaitu banyaknya 

anak ABK yang memiliki kesempatan untuk 

mendapat pendidikan dan terlayani di 

sekolah reguler (sekolah yang dekat dengan 

tempat tinggalnya), orangtua terbantu karena 

anaknya yang ABK dapat dimaksimalkan 

potensinya dan tidak harus mengeluarkan 

biaya yang tinggi, serta tercapainya program 
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pemerintah untuk pemerataan pendidikan 

bagi seluruh warga Negara. Program lain 

yang sejenis juga tidak ada sehingga tidak 

dapat dilakukan perbandingan dalam hal 

biaya atau benefit antara program ini dengan 

program lain yang sejenis. Oleh karenanya 

tahap lima yaitu cost, bisa saja tidak dil-

akukan (diabaikan).  

 

 

 

 

 

       

                         

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Evaluasi Model DEM 

 

Adaptasi penerapan DEM untuk mengeval-

uasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di 

kota Banjarmasin dijabarkan sebagai berikut:    

Evaluasi Tahap Design 

 Pada tahap ini, desain program 

penyelenggaraan pendidikan inklusif akan 

dievaluasi apakah sesuai dengan standar. 

Sebelum melakukan evaluasi, penting untuk 

menyusun suatu standar yang diperoleh ber-

dasarkan kriteria struktural dan teoritis, pen-

dapat ahli, atau konsultan (Provus, 1971). 

Evaluasi difokuskan pada sifat dasar pro-

gram; objectives, students, staff and other re-

sources required for the program, and actual 

activities designed to promote attainment of 

the objectives (Nyre & Rose, 1979). Dengan 

demikian akan dapat diketahui apakah desain 

program telah dirumuskan secara jelas dan 

memadai. 

 Program Penyelenggaraan Pendidi-

kan Inklusif Kota Banjarmasin merupakan 

suatu desain program. Desain kegiatan dari 

program ini dapat dikelompokan dalam be-

berapa aktivitas sebagai berikut :  

1)   Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan 

masyarakat tentang pentingnya sekolah 

inklusif untuk perkembangan ABK. 

2)  Menyiapkan sekolah inklusif, yang meli-

puti persiapan siswa ABK, persiapan guru 

damping (GPK), persiapan sarana prasarana, 

dan biaya. 

3)   Menyiapkan perangkat pelayanan pem-

belajaran untuk ABK, yang meliputi per-

siapan kurikulum, persiapan proses pembela-

jaran, dan persiapan penilaian/evaluasi hasil 

belajar.  

Program ini memuat hal-hal seperti: 

latar belakang program, dasar hukum, tujuan 

program, sosialisasi seskolah inklusif, peser-

ta didik, guru, kurikulum, aktivitas pembela-

jaran, penilaian/evaluasi hasil belajar, sarana 

prasarana, pembiayaan, dan produk. 

Kegiatan evaluasi pada tahap ini yaitu mem-

bandingkan aspek-aspek tersebut dengan 

standar, yang mana kriterianya ditetapkan 

berdasarkan teori, Permendiknas No. 70 Ta-

hun 2009, dan pedoman penyelenggaraan 

pendidikan inklusif Provinsi Kalimantan Se-

latan. Jika hasil evaluasi menunjukan adanya 

kesenjangan (discrepancy) maka menjadi 

Program  
Design 

Program  
Product 

Program  
Process 

Criteria De-
sign (Stand-

ard) 
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masukan untuk penyem-

purnaan/pengembangan program ini. Selan-

jutnya, program penyelenggaraan pendidikan 

inklusif ini akan bertindak sebagai standar 

yang digunakan untuk menilai implementasi 

program. 

Evaluasi Tahap Installation 

 Evaluasi pada tahap ini mem-

bandingkan antara realitas dari program 

(kinerja); yaitu derajat tingkat instalasi (im-

plementasi) sumber daya yang mendukung; 

dengan kriteria yang tercantum pada pro-

gram penyelenggaraan pendidikan inklusif 

(standard). Pertanyaan yang diajukan adalah 

apakah program dilaksanakan sebagaimana 

rumusan dalam desain program penyeleng-

garaan pendidikan inklusif. Jadi evaluasi dil-

akukan pada masukan (input) komponen-

komponen program dan rencana aktivitas 

program yang meliputi: sosialisasi sekolah 

inklusif, ijin operasional penyelenggara pen-

didikan inklusif yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Banjarmasin, realisasi 

kriteria calon peserta didik dan jumlah ABK 

di setiap kelas, realisasi kurikulum yang 

digunakan untuk ABK, persyaratan SDM 

(guru) dan komposisi jumlah ABK yang did-

ampingi. Aspek lain yaitu sarana prasarana 

umum dan aksesibilitas sarana prasarana 

yang ada di sekolah, serta sumber dana untuk 

pembiayaan pelaksanaan pendidikan 

inklusif.   

 Evaluasi dilakukan untuk menen-

tukan tingkat ketercapaian realisasi input tiap 

komponen program dan realisasi rencana ak-

tivitas (process) program penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Apabila hasil evaluasi 

menunjukan adanya kesenjangan (discrep-

ancy) maka sekolah penyelenggara perlu 

berbenah, melengkapi dan menyesuaikan diri 

agar penerapannya sesuai dengan program 

yang ada. Hal ini pada akhirnya akan 

mengarah pada pemberian pelayanan yang 

optimal pada ABK.    

Evaluasi Tahap Process 

 Pada tahap ini tujuan evaluasi adalah 

menilai hubungan antara pelaksa-

naan/aktivitas program (process) dengan ca-

paian sementara (interim product). Pertan-

yaan yang diajukan adalah apakah sumber 

daya dan teknik yang sedang digunakan 

sesuai dengan tujuan program. Evaluasi dil-

akukan dengan membandingkan antara real-

isasi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

dinas pendidikan kota Banjarmasin dan 

sekolah inklusif dengan kriteria program 

(standard).   

Evaluasi di tahap ini yaitu menilai 

pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah 

yang meliputi: penerimaan terhadap 

keberadaan siswa ABK di sekolah dan peli-

batannya dalam kegiatan-kegiatan sekolah, 

sistem koordinasi guru khusus baik dengan 

guru kelas maupun dengan orangtua siswa 

ABK, persiapan pengelolaan pembelajaran, 

pemanfaatan media pembelajaran, metoda 

belajar yang diterapkan, proses penilaian 

hasil belajar siswa, serta ketercapaian interim 

product. Fokus evaluasi adalah menilai 

apakah pelaksanaan aspek-aspek tersebut su-

dah sesuai dengan yang diharapkan atau tid-

ak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap aktivitas-aktivitas yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan 

tersebut. 

Evaluasi Tahap Product 

 Di tahap ini, mengevaluasi apakah 

realitas hasil akhir atau sasaran utama (ter-

minal product) program telah dicapai sesuai 

dengan desain program (standard). Pertan-

yaan yang diajukan adalah apakah sasaran 

hasil program tercapai di dalam implementa-

sinya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif adalah: 1) memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

termasuk peserta didik berkebutuhan khusus 
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untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuann-

ya; dan 2) tercipta sistem pendidikan yang 

menghargai keberagaman, tidak diskrimi-

natif dan pembelajaran yang ramah terhadap 

semua peserta didik. Fokus evaluasi adalah 

menilai apakah tujuan program tersebut telah 

tercapai atau tidak. Jika tidak, maka menjadi 

masukan untuk revisi program. Sebaliknya 

jika tercapai maka program dapat dikem-

bangkan menjadi lebih sempurna.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Penerapan DEM untuk mengevaluasi 

program penyelenggaraan pendidikan 

inklusif dilakukan dalam empat tahapan yai-

tu tahap desain program, instalasi, proses, 

dan produk dari program yang sedang atau 

sudah dijalankan. Setiap tahapan evaluasi 

selalu membandingkan antara standar 

dengan kinerja (realitas) di lapangan. Perbe-

daan yang terjadi antara standar dan realitas 

atau kinerja disebut dengan kesenjangan 

(discrepancy). Di setiap tahapan evaluasi 

akan dapat diketahui ada tidaknya kesenjan-

gan pada setiap komponen program. Infor-

masi tentang ada tidaknya kesenjangan ter-

sebut dapat menjadi masukan bagi pemegang 

kebijakan untuk merevisi, mengembangkan 

atau menghapus program.  

Sebelum mengevaluasi suatu pro-

gram perlu untuk menyusun kriteria yang 

merujuk pada teori, pendapat ahli, atau kon-

sultan sehingga diperoleh informasi ideal 

terkait program tersebut. Kriteria ini akan 

menjadi standar untuk mengevaluasi desain 

program. Aktivitas evaluasi di tahap desain 

yaitu membandingkan antara program 

penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan 

kriteria yang telah disusun dan dijadikan 

standar. Hasil evaluasi di tahap ini menjadi 

masukan untuk perbaikan/penyempurnaan 

program. Untuk selanjutnya, kinerja di setiap 

tahapan program akan dibandingkan dengan 

desain program. Desain program menjadi 

standar untuk mengevaluasi komponen di se-

tiap tahapan evaluasi.   

  Pada tahap instalasi, yaitu mem-

bandingkan antara implementasi sumber 

daya pendukung dengan kriteria (standar) 

yang tercantum pada program. Di tahap 

proses, membandingkan antara realisasi 

kegiatan atau aktivitas dengan kriteria yang 

tercantum pada program. Demikian juga di 

tahap produk yaitu membandingkan antara 

hasil yang dicapai dengan tujuan dil-

aksanakannya program tersebut.   

Saran 

 Telaah teoritis tentang model evalua-

si lain untuk mengevaluasi program penye-

lenggaraan pendidikan inklusif perlu dil-

akukan. Hal ini akan mengembangkan wa-

wasan dan pemahaman konsep evaluator ten-

tang berbagai model evaluasi sehingga 

mampu memilih model yang tepat sesuai 

karakteristik program dan dapat 

mengimplementasikan secara tepat dalam 

kegiatan praktis.    
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